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Nomor 1704 /PM.00.02/K.SB-07/11/2024 Simpang Empat, 21 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Imbauan
Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan Pemungutan
dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat,
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten
Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
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Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,
Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan
Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

10. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024,

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan

tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemillhan Serentak Tahun 2024

sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 terkait dengan

kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dengan ini Bawaslu

Kabupaten Pasaman Barat menyampalkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat,

bahwa:

1. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: Pemilih adalah
penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

2. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: Warga negara
Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah/pemah kawin, mempunyai hak memilih.

3. Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa:sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik.

4. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa: Penduduk yang telah
terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih
oleh PPS.

5. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa:
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(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar
dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak
pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau
rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu
Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat
dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Berdasarkan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024, bahwa:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang
bersangkutan,

b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan

c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar
Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki
KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata
Penduduk.

Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: Jumlah surat

suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua

setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan
dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: KPPS

memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: Pemilih tunanetra,

tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan

suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan

Pemilih.

Pasal 177A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan

Ay
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pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga) dan ancaman pidana maksimumnya.

11. Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bahwa: Setiap orang yang
dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Imbauan:
Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, mengimbau

KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan keakuratan Daftar Pemilih di
setiap TPS;

2. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan akurasi penggunaan hak pilih di
setiap TPS;

3. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemenuhan hak pilih Warga
Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;

4. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan kesiapan dan ketersediaan Surat
Suara Pemilihan di setiap TPS untuk menghindari kekurangan jumlah surat suara;

5. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terkait percepatan perekaman KTP
Elektronik, khususnya jika terdapat Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP
Elektronik;

6. KPU Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan pemilih di luar DPT dan Daftar
Pemilih Pindahan menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera
dalam KTP-¢el atau Biodata Penduduk, diakomodasi sebagai Pemilih Daftar Pemilih
Tambahan;

7. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengantisipasi kesiapan logistik TPS sebelum
pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

ATUPANG, S.Pd

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip
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